LEMBARAN D AERAH
. KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS S
NOMOR : 28 TAHUN 1995 = SERT : D NO : 26

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

 NOMOR 30 TAHUN 1995

TENTANG

ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS PARTWISATA
'KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT IT BANYUMAS

Menimbang

a.

bahwa dalam rangka pelaksanaan otono-
mi yang nyata, dinamis dan bertang-
gungjawab dengan titik berat di
Daerah Tingkat II berdasarkan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun
1995 dan Peraturan Daerah Propinsi
Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 2
Tahun = 1995, telah diserahkan seba-
gian urusan di bidang kepariwisataan
kepada Daerah Tingkat II sebagai
Urusan Rumah Tangga Daerah ;

bahwa dengan adanya penyerahan urusan
tersebut, maka Susunan Organisasi dan
Tatakerja Dinas Pariwisata Kabupaten
Daerah Tingkat II Banyumas sebagaima-
na diatur dalam Peraturan Daerah

- Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas

Nomor 4 Tahun 1987 sudah tidak sesuai
lagi oleh karena itu perlu ditinjau
kembali ;
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Mengingat

C.

<ehupungan dengan hal terseby
gi?ﬂi meningkatkan. Penyelenggaragﬁ
emerintahan dan pembangunan secars
berdayaguna dan bgrpa51lguna Khususy,
dalam pbidang parlylsata, maka' perly
menetapkan kembali Organisasi  qap
Tatakerja D1nas Pariwisata dengap

peraturan paerah ;

undang-undang Nomor 13 Tahun 195¢

. tentang  Pembentukan Daerah-daerah

Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi
Jawa Tengah 7

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974
tentang Pokok-pokok Pemerintahan di
Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tam-
pahan Lembaran Negara Republik Indo-
nesia Nomor 3037) 7

peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun
1979 tentang Penyerahan Sebagian
Urusan Pemerintah dalam bidang Kepa-
riwisataan ~kepada Daerah Tingkat I
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1979 Nomor 34, Tambahan Lem-
baran Negara Republik Indonesia Nomor

B ARy

. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun

1988 tentang Koordinasi  Kegiatan
Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1988
Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3373)
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5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun
1995 tentang Penyerahan Sebagian
Urusan Pemerintahan kepada 26 (dua
puluh enam) Daerah Tingkat II Percon-

 tohan (Lembaran Negara Republik Indo-
nesia Tahun 1995 Nomor 18, Tambahan

‘Lembaran 'Negara Republik Indonesia
‘Nomor 3590) ;

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor
3? Tghun 1992 tentang Pedoman Orga-
nisasi Dinas Daerah:;

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor
97 Tahun 1992 tentang Pola Organisasi
Pemerintah Daerah dan Wilayah ;

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor
49 Tahun 1993 tentang Pedoman Orga-
nisasi dan Tatakerja Dinas Pariwisata
Daerah Tingkat I dan Dinas Pariwisata
Daerah Tingkat II ;

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor
84 Tahun 1993 tentang Bentuk Pera-
turan Daerah dan Peraturan Daerah
Perubahan ;

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor
105 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan
Proyek Percontohan Otonomi Daerah
Pada Daerah Tingkat II ;

11. Peraturan Daerah Propinsi  Daerah
Tingkat I Jawa Tengah Nomor 7 Tahun
1984 tentang Penyerahan Sebagian
Urusan Pemerintahan di Bidang Kepari-
wisataan Kepada Daerah Tingkat II
(Lembaran Daerah Propinsi = Daerah
Tingkat I Jawa Tengah Tahun 1984
Nomor 75)
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Dengan Persetu :
Kabupaten Daerah Tingka

Menetapkan

12.

. an rPropinsji
ran pDaera 1
serears gave Tengn omor 2 "l
1995 tentang Penyerahan g eby b

pemerintahan Pemerintgay glan

jrusan ;
Uli’zsi paerah Tlngkat I Jawa Tengahrof
pidang Lalu .Llntas dan gkutdl
Jalan, pekerjaan Umum Pengaira;“

A .Bina Marga P an,
ker jaan Umum . Bina . eker
P cipta Karya, Pertambanggin

Umum .

Tenaga ~ Kerja . dan Penambah,,
penyerahan = Sebaglan Urusan Pemerj,_
tahan di Bidang _  Kepariwisatay,

kepada pemerintah Kabupaten pj erah
ringkat II Banyumas (Lembaran Daerah
propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengaj
Tahun 1995 NomoIr 3) -2

juan Dewan Perwakilan Rakyat Daeran
t II Banyumas

MEMUTUSKAN :
PERATURAN DAERAH KABUPATEN  DAERAH
TINGKAT IT BANYUMAS TENTANG ORGANISA-
SI DAN. TATAKERJA DINAS PARTWISATA
XABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS.
BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyu-

mas;

b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten

Daerah Tin

C. Bupati

gkat II Banyumas;
Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daer

ah

Tingkat IT Banyumas;
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d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwa-
kilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Banyumas; |

e. D%nas adalah Dinas Pariwisata Kabupaten Daerah
Tingkat II Banyumas;

f. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pariwisata Kabu-
paten Daerah Tingkat II Banyumas;

g. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya
disebut UPTD adalah Unsur Pelaksana dari sebagian

tugas Dinas yang melaksanakan tugas teknis ter-
tentu;

h. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjuk-
kan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seo-
rang Pegawal Negeri Sipil dalam satuan organisasi
yang dalam pelaksanaan tugasnya 'didasarkan pada
keahlian dan atau keterampilan tertentu serta
bersifat mandiri.

BAB II
KEDUDURAN, TUGAS PdKOK DAN FUNGSI
| Pésélkz
(1) Dinas Pariwisata adalah Unsur Pelaksana Pemerin-
“tah Daerah dibidang Pariwisata.

(2) Dinas Pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala
Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab
kepada Bupati Kepala Daerah.

Pasal 3

Dinas Pariwisata mempunyai tugas pokok melaksanakan
urusan rumah tangga Daerah dalam bidang Pariwisata
yang menjadi tanggungjawabnya meliputi obyek dan daya
tarik wisata, sarana wisata, pemasaran dan penyuluhan
wisata dan tugas pembantuan yang diberikan oleh
Pemerintah atau Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa
Tengah.
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pasal #

kok sebagai
. an tugas PO sbagaiy
K menyelenggagakpefaturan Daerah ini, Di;;l:

Untu P o

. aksud dal { fungsi @ .

(Pi;??]v{llsata memp"ﬁgﬁ jaksanaall OPer;f,éﬁrilgrll' D betiay

a. pelaksanddl g, pembinaaty 'pet kan olelI')lerlz|lrlan
bimbingan ) 'aksanaan yang ditetap Bupati
cesuai kebi] = dasarkan ketentuan Peraturan‘
Kepala eraangan yan pberlaku;

-und : : tas elak
perundang—uf ngendalian ata pelaksana,
. ¥ dan Ppend n kebijaksanaan Yann

tugas poko ol eh pupati Kepala Daerah berdasarks,
dltegiggzn peraturan perundang-undangan yang ber-
kete

laku; n tata usaha pinas Pariwisata ;

a : . .

Bupati Kepala paerah. _
BAB III

2 Q

ORGANISASI

Pasal 5

(1) Susunan Oorganisasi Dinas Pariwisata terdiri

dari : .
a. Kepala Dinas;

b. Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari :
1. Urusan Umunm ;
2. Urusan Perencanaan ;
3. Urusan Keuangan ;

c. Seksi Obyek dan Daya Tarik Wisata;
1. Sub Seksi Obyek Wisata ;
2. Sub Seksi Atraksi Wisata ;
3. Sub Seksi Rekreasi dan Hiburan Umum ;
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(2)

(3)

(4)

(1)

Seksi Sarana Pariwisata terdiri dari :
1. Sub Seksi Akomodasi ;

2. Sub Seks; Rumah Makan dan Bar ;
3. Sub Seksi Lingkungan Wisata ;

@. Seksi Pemasaran Wisata terdiri dari :
1. Sub Seksi Promosi ;
2. Sub Seksi Pelayanan Informasi ;
3. Sub Seksi Wisata Nusantara ;

£. Seksi Penyuluhan Wisata terdiri dari :
1. Sub Seksi Bimbingan Wisata ; -
2. Sub Seksi Ketenagakerjaan ;
3. Sub Seksi Aneka Wisata ;

g

- Unit Pelaksana Teknis Dinas ;
h. Kelompok Jabatan Fungsional.

’

Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang
Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Seksi dipimpin
oleh seorang Kepala Seksi yang masing-masing
berada dibawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Dinas. ‘

Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang
Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang berada
dibawah dan bertanggung Jjawab kepada Kepala
Dinas.

Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang Tenaga
Fungsional yang paling senior sebagai Ketua
Kelompok dan bertanggung Jjawab kepada Kepala
Dinas.
" Pasal 6

Susunan Organisasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 ayat (1), diatur 1lebih 1lanjut dengan
Keputusan Bupati Kepala Daerah.
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. ] Tatakerja W
anisasi dan Ja Upmp A
pembentukan]:{ gﬁgian setej!.ah mendapatv persetug}kan

u

2) e g
( ditetapkan : palam Negerl _ G

dari Menteril _
. as Pariwisata tercanty, 4

:sasi Din i
(3) Bagan organl erupakan bagilan yang tak ter %aly,
iran dan m . o
}I;agpdari peraturan paerah 1nil. | ‘ )
a -

BAB IV
TATAKERJA‘
Pasal 7

inas Pariwisata diatur lebih lanijut dengay

kerja D
T pala Daerah.

Keputusan Bupati Ke
BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 8

Jenjang Jjabatan dan kepangkatan serta susunan kepe-
gawaian Dinas Perikanan diatur sesuai dengan Kketen-

tuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Bﬁgggn Dgzilﬁkunya Peraturan Daerah ini, maka Pera~
Nomor 4 T:hu Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas
Organisasi dannT 1987 tentang Pembentukan, Susunan
Daerah  Ti ata Kerja Dinas Pariwisata Kabupatel

ngkat II Banyumas sudah tidak sesuai 1ag92

kecuali Ketent
Pembentukan uan BAB II Pasal yang mengatur tentand
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Pasal 10

Peraturan Daerah inj i
diundangkan. 1 mulai berlaku pada tanggal

Agar supaya setiap oran i

: g dapat mengetahuinya
memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah = ini
dengan penempatannya dalam Le

Daerah Tingkat 17 Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pPada tanggal 10 Maret 1995

DEWAN PERWAKILAN RARYAT DAERAH BUPATI KEPALA DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TINGKAT II BANYUMAS
BANYUMAS
Ketua,
Cap. tta Cap. ttd.
H. WARSONO H.DJOKC SUDANTOKO
9
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. _: telah disahkan dengay,
;n paerah Tingkat 1y Sgrat
rngr ali 1995 Nomor : 188.3/2181&/1931,3,€1

Lembaran Daerah Kapy

DlunQanga II Banyumas Nomor 26 tanggal pg Ju?i]
erah Ting
2395 seri D

sekretaris Wilayah /Daerg,
Cap- ttd.

Drs. SOEDIMay

——

Pembina
Nip. : 500 034 842

10

Scanned with CamScanner


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

DAERAH TINGKAT IT p
DAERAH KABUPATEN o oW 1995 ANYUM,

S PARIWISAT
TAT A DINAS A
ORGANISAS;E:AN AERAH TINGKAT II BANYUMAS

1. PENJELASAN .
sebagian Urusan Pemerintahan .
penyerahan sataan telah diatur dengan Pergi

, iwi
Bidang Kepari h Nomor 24 Tahun 1979 dan Peraturan

n Pemerinta
B:Z?ah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 7 Tahyp

1984. |

Berdasarkan Peraturan Pemerintap Nomor
Tahun 1995 tentang Penyerahan Sebagian Urusap
26 (dua puluh enam) Daergp

erintahan kepada
giggkat II Percontohan dan Peraturan Daerah Pro-

pinsi Daerah Tingkat I Jawa ?engah Nomor 2 Tahun
1995 tentang Penyerahan Sebagian Urusan P?mer}ntah
pPropinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Q1 Bidang
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pekerjaan Umum
Pengairan, Pekerjaan Umum Bina Marga, Pekerjaan
Umum Cipta Karya, Pertambangan, Tenaga Kerija,
Sosial dan Penambahan Penyerahan Sebagian Urusan
Pemerintahan di Bidang Kepariwisataan Kepada
pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas,
telah ditambahkan penyerahan sebagian  urusan
pemerintahan di bidang Kkepariwisataan kepada
Pemerintah Daerah Tingkat II Banyumas sebagai
urusan rumah tangga daerah.

Adapun urusan-urusan yang diselenggarakan
adalah sebagai berikut : : ‘

1. Urusan-urusan yang diserahkan berdasarkan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1995, me-
liputi : '

a. Restoran ;
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\}

b.

2. Urusan-urusan Yang

Informasi Wisata

diserahkan berdasarkan

Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa

Tengah Nomor 7 Tahun 1984, meliputi :

Obyek Wisata, sepanjang menurut. peraturan
perundang-undangan yang berlaku tidak menja-

i;tu§usan Pemerintah Pusat dan Daerah Ting-
’

Pramuwisata Khusus :

Penginapan Remaja, sepanjang menurut pera-
turan perundang-undangan yang berlaku tidak

menjadi urusan Daerah Tingkat I ;
Rumah Makan ; |

Usaha Rekreasi dan Hiburan umum, Sepanjang
menurut peraturan perundang-undangan Yyang
?erlaku tidak menjadi urusan Daerah tingkat
Promosi Pariwisata.

3. Urusan-urusan tambahan yang diserahkan berda-
sarkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat
I Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 1995, meliputi :

a.

b.
C.
de.
e.
f.
g.
h.

Obyek Wisata, sepanjang menurut peraturan
perundang-undangan yang berlaku atau Yyang
akan berlaku tidak menjadi urusan Pemerintah
Pusat ;

Pramuwisata ;

Penginapan Remaja ;

Hotel Bertanda Bunga Melati ;

Pondok Wisata ; _

Perkemahan ;

Bar:;

Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 huruf a s/d h : Cukup jelas.

Pasal 2 ayat (2) dan (2)
Pasal 3
Pasal 4 huruf a s/d d

Cukup Jelas
Cukup Jelas
Cukup Jelas
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cukup Jelas
cukup Jelas
cukup Jelas

1) s/d (4)
pasal 2 Zggt 51; s/d (3)

pasai 7 ; cukup Jelas
e Jelas’
pasal 8 + Cukup ¢
pasal 9~ . cukup Jelas
pasal 10
_______ a:®penja30 —"7""
o« BF I o P ' ;
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KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGRAT I
JAWA TENGAH

NOMOR : 188.3/218A/1995

TENTANG

PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT
995, 8 TAHUN 1995, i B §

II BANYUMAS NOMOR 7 TAHUN 1
13 TAHUN 1995, 14 TAHUN

TAHUN 1995, 12 TAHUN 1995,
16 TAHUN 1995, 17 TAHUN 1995, 18
21 TAHUN

. 1995, 15 TAHUN 1995,

TAHUN 1995, 19 TAHUN 1995, 20 TAHUN 1995,

1995, 22 TAHUN 1995, 23 TAHUN 1995, 25 TAHUN 1995, 26

TAHUN 1995, 27 TAHUN 1995, 28 TAHUN 1995, 29 TAHUN
1995 DAN 31 TAHUN 1995.

1995, 30 TAHUN
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT L

. a. Surat Bupati Kepala Daerah i

Membaca :
~ Banyumas tanggal 20 Maret 1995 Nomor :
perihal Permohonan

188.3/1036/1995
Pengesahan peraturan Daerah Kabupaten
paerah Tingkat II Banyumas ;

JAWA TENGAH
ingkat 1II

Daerah Kabupaten Daerah
umas Nomor 7 Tahun

1995, 8 Tahun 1995, 11 Tahun 1995, 12

Tahun 1995, 13 Tahun 1995, 14 Tahun
Nomor 16 Tahun

1995, 15 Tahun 1995 ,
18 Tahun 1995, 19

1995, 17 Tahun 1995,
Tahun 1995, 20 Tahun 1995, 21 Tahun

1995, 22 Tahun 1995, Nomor 23 Tahun
1995, 25 Tahun 1995, 26 Tahun 1995, 27
Tahun 1995, 28 Tahun 1995, 29 Tahun

un 1995 dan 31 Tahun 1995.

1995, 30 Tah
a keberatan. untuk mengesah-

h Kabupaten Daerah
dimaksud ;

b. Peraturan
Tingkat II Bany

bahwa tidak ad
kan Peraturan Daera

Tingkat II Banyumas

Menimbang

Mengingat : 1. Undang-undanc Nomor 10 Tahun 1950
tentang Pe. bentukan Propinsi Jawa

Tengah
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Undang-undang  Nomor 5 Tahun 1974
tentang Pokok-pokok Pemerintahan di
Daerah  (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tam-

bahan Lembaran Negara R ;
i epub -

’

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun
1951 .tentang Pelaksanaan Penyerahan
Sebagian dari Urusan Pemerintah Pusat
dglap Lapangan Pertanian kepada Pro-
pinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor

81, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 121) ; :

’

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun
1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan
Sebagian dari Urusan Pemerintah Pusat
dalam Lapangan Kehewanan kepada Pro-
pinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor
52, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 122) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun
1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan
Sebagian dari Urusan Pemerintah Pusat
dalam Lapangan Perikanan Darat kepada
Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor
53, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 123) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun
1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan
Sebagian dari pada Urusan Pemerintah
Pusat dalam Lapangan Pendidikan,
Pengajaran dan Kebudayaan kepada
Propinsi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1951 Nomor 110, Tam-
bahan Lembaran Negara Republik Indone-
sia Nomor 173) :

2
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intah Nomor: 45 Tahun

ACCL7. Peraturan'rPemer
n cPenyerahan

. - -1952- .tentang: Pelaksanaa
"HSebagian,dari;Urusan”Pemerintah Pusat
- _dalam. - Lapangan-.: Sosial-~~1 kepada
.~ Propinsi:- J(Lembaran;ﬁNegara;.Republik
Indonesia Tahun/1952 Nomor -73, Tam-
bahan Lembaran Negara Republik Indone-
sia Nomor 303):iomat  ootudensl o

. 8. Peraturan- Pemerintah Nomor 22 Tahun
1975+ -~tentang- ngnyerahan,'gSebagian
..., . Urusan Pemerintah Pusat di:- Bidang
e - perkebunan _Besar: - kepada - ; Daerah
isr Tingkat-,I;(Lembaran»gNegara ‘Republik
" Indonesia. Tahun-1975 Nomor: 30, Tam-
pbahan Lembaran Negara Republik Indone-

sia Nomor 3060) :i: " aerudsTed i
"g9. Peraturan Pemerintah Nomor . 24 Tahun
; 1979  tentang  Penyerahan - Sebagian

Urusan pemerintah dalam Bidang Kepa-—
- .paerah- .. Tingkat I

riwisataan kepada ::. .
(Lembaran Negara. Republik . Indonesia
Tahun 1979 Nomqr,34¢gTambahan;Lembaran
Negara Republik indonesia NomoIr 3144);
10. Peraturan pemerintah Nomor 37 Tahun
1986 tentang . ) ‘Sebaglian
Urusan Pemerintahan-di,Bidang;gPertam—
pangan kepada paerah . Tingkat I
- (Lembaran . Negara Republik . Indonesia
Tahun_1986;Nomor_53,;Tambahan‘Lembaran

' Negara Republik,Indonesia_Nomor,3340);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 7. Tahun
1987  tentang = Penyerahan . Sebaglan
Urusan Pemerintah Dalam Bidang Kese-
hatan kepada. Daerah - (Lembaran
Negara ~Republik Indonesia Tahun 1987
Nomor 9, Tambahan Lembaran - - Negara
Republik Indonesia Nomor :3347):7
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12.

13.

14.

15,

16.

17.

! + Tambahan Lemba
Negara Republik Indonesia Nomor 3415??

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun
1995 tentang Penyerahan Sebagian
Urusan Pemerintahan kepada 26 (dua
puluh enam) Daerah Tingkat II Percon-
tohgn (Lembaran Negara Republik Indo-
nesia Tahun 1995 Nomor 18, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3590) ;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor
23 Tahun 1989 tentang Pedoman Orga-
nisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan
Daerah Tingkat II ;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor
39 Tahun 1992 tentang Pedoman Orga-
nisasi Dinas Daerah ;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor
44 Tahun 1995 tentang Pedoman Orga-
nisasi Dinas Daerah pada Daerah Ting-

kat II Percontohan ;
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18.

19.

20.

21.

22.

Pertauran Daerah Tingkat I Jawa Tengah
tanggl 19 Juli 1961 tentang Penyerahan
sebagian dari urusannya dalam lapangan
Perikanan Darat kepada Daerah Tingkat

II (Lembaran Daerah Propinsi Daerah
Tingkat I Jawa Tengah Tahun 1963 Nomor

1) ..+

peraturan Daerah Tingkat I Jawa Tengah
tanggal 19 Juli 1961 tentang
Penyerahan sebagian dari  urusannya
dalam lapangan kehewanan kepada Daerah
Tingkat II (Lembaran Daerah Propinsil
Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun

1962 Nomor 37)

aerah Propinsi Daerah Ting-
Tengah Nomor 10 Tahun 1990

tentang Penyerahan Sebagian  Urusan
Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I
Jawa Tengah dalam Lapangan Pendidikan
dan Kebudayaan kepada Daerah Tk. II
(Lembaran Daerah Propinsi Daerah Ting-
kat I Jawa Tengah Tahun 1990 Nomr 37);

Peraturan D
kat I Jawa

peraturan Daerah Propinsi Daerah
Tingkat I Jawa Tengah Nomor 2 Tahun
‘1992  tentang Penyerahan Sebagian
Urusan Pemerintah Propinsi Daerah
Tingkat I Jawa Tengah di Bidang Perta-
nian Tanaman Pangan kepada Daerah
Tingkat II (Lembaran Daerah Propinsi
Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun
1993 Nomor 11);

Peraturan Daerah Propinsi Daerah Ting-
kat I Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 1992
ten?ang Penyerahan Sebagian Urusan Pe-
merintah Propinsi Daerah Tingkat I
Jawa Tengah Bidang Perkebunan kepada
Daerah Tingkat II (Lembaran Daerah

Propinsi Daerah Tingk
at I
Tahun 1993 Nomor 3);g e, T

5
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23. Peraturan Daer

kat 1 Jaw Prop ns
tentang Pa €ng N Ol gaerah Ting-
merintah proroban se, gian pgen, 1995
JaWa Tel‘lg h Op S1 gl.”USan Pe-~
Angkutan ga1an ko Lal Liﬁ?gﬁatdal
s Sath n
lran, Pekerjaan U Baan Umum Penga-
erjaan Umyp o ina Marga, pay.

Menetapkan : Mengesahkan pe

Daerah Tingkat 11 p
berikut =

1. Nomor 7 Tahun 1995 tentang Pemben-
tgkan, Organisasi dan Tatakerja
Dinas Pembangunan Desa, dengan
perubahan  sebagaimana dimaksud
dalam Lampiran I Keputusan ini.

2. Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pemben-
tukan, Organisasi dan Tatakerja
Dinas Pertambangan, dengan peruba-
han sebagaimana dimaksud dalam
Lampiran II Keputusan ini.

3. Nomor 11 Tahun 1995 tentang Pgmbep-
tukan, Organisasi dan Tatakerja Di-
nas Kependudukan, dengan perubghan
sebagaimana dimaksud dalam Lampiran
III Keputusan ini.
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Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemben-
tukan,Organisasi dan Tatakerja Di-
Dinas Tanaman Pangan dan Hortikul-
tura, dengan perubahan sebagalmana
dimaksud dalam Lampiran IV Keputu-
san ini.

Nomor 13 Tahun 1995 tentang Pemben-
tukan, Organisasi dan Tatakerja
Dinas Perkebunan , dengan perubahan
sebagaimana dimaksud dalam Lampiran
V Keputusan ini.

Nomor 14 Tahun 1995 tentang Penbeg-
tukan, Organisasi dan Tataker3§
Dinas Perhutanan dan Konservasi
Tanah, dengan perubahan sebagaimana
dimaksud dalam Lampiran VI Kepu-

tusan ini.

Nomor 15 Tahun 1995 tentang Pemben-
tukan, Organisasi dan Tatakerja
Dinas Lalu Lintas dan Ang@utan
Jalan, dengan perubahan sebagalmana
dimaksud dalam Lampiran VII Kepu-

tusan ini.

Nomor 16 Tahun 1995 tentang Pemben-
tukan, Organisasi dan  Tatakerja
Dinas Koperasi dan Pembinaan Pengu-
saha Kecil, dengan perubahan seba-
gaimana dimaksud dalam Lampiran
VIII Keputusan ini.

Nomor 17 Tahun 1995 tentang Pemben-
tukan, Organisasi dan Tatakerja
Dinas Perdagangan, dengan perubahan
sebagaimana dimaksud dalam Lampiran
IX Keputusan ini.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

23?:; 18 Tahun.1995 tentang Pemben-
Dinas' 5 irgqnlsasi ~dan Tatakerja
e €keérjaan Umum Cipta Karya, -
gends perubahqn sebagaimana dimak-

alam Lamplran X Keputusan ini.

Nomor 19 Tahun 1995 tentang Pemben-
tukan, Organisasi dan Tatakerja
Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga

dengan perubahan sebagaimana dimaki

iﬁ? dalam Lampiran XI Keputusan

Nomor 20 Tahun 1995 tentang Pemben-
tukan, Organisasi dan Tatakerja Di-
nas Pekerjaan Umum Pengairan, deng-
an perubahan sebagaimana dimaksud
dalam Lampiran XII Keputusan ini.

Nomor 21 Tahun 1995 tentang Pemben-

tukan, Organisasi dan Tatakerja

Dinas Perindustrian, dengan peru-
bahan sebagaimana dimaksud dalam
Lampiran XIII Keputusan ini.

Nomor 22 Tahun 1995 tentang Pemben-
tukan, Organisasi dan Tatakerja
Dinas Tenaga Kerja, dengan peruba-
han sebagaimana dimaksud dalam
Lampiran XIV Keputusan ini.

Nomor 23 Tahun 1995 tentang Pemben-
tukan, Organisasi dan Tatakerja
Dinas Sosial, dengan perubahan
sebagaimana dimaksud dalam Lampiran

' XV Keputusan ini.

16.

Nomor 25 Tahun 1995 tentang Pem-
pbentukan, Organisasi dan Tatakerija
Dinas Transmigrasi dan Pemukiman
perambah Hutan, dengan perubahan
sebagaimana dimaksud dalam Lampiran

XvVI Keputusan ini.
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17.

18.

19.

20.

nisasi

95 Tentan
y 26 Tahun 1995 cang g
ggggsi dan Tatakerja Dinas
kanan, dengan perubahan sebaga
jimaksud dalam Lampiran XVIT
tusan ini. ,
7 Tahun 1995 tentang o,
nisasi dan Tatakerja Dinas Peterg:"
kan, dengan perubahan -sebagaiman
dimaksud dalam Lamplran XVII§

Keputusan inl.

g8 Tahun 1995 tentang Orga-
dan Tatakerja Dinas Pepgs.
patan Daerap, dengan Perubahgay,
sebagaimana dimaksud dalam Lampirap

YJa-
erj.
man

Kepui

Nomor 2

XIX Keputusan ini.

Nomor 29 Tahun 1995 tentang Pembep-
tukan, Organisasl dan Tatakerja
pDinas Kesehatan, dengan perubahan

' sebagaimana dimaksud dalam Lampiran

21.

b Bl @

XX Keputusan ini.

Nomor . 30 Tahun 1995 tentang Orga-
nisasi dan Tatakerja Dinas Pariwi-
sata, dengan perubahan sebagaimana

‘dimaksud dalam Lampiran XXI Kepu-

tusan ini.

Nomor 31 Tahun 1995 tentang Pem-
bentukan, Organisasi dan Tatakerja

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan,

dengan perubahan sebagaimana dimak-
sud dalam Lampiran XXII Keputusan
ini.
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Ditetg

P Pkan qj

WAKIL GUBERNUR KEPALA pag

ada tangga) 10 Juiimarang

1995

RAH
JAWA TENGag, TINGKAT 1

Bidang 1,
Cap.  ttq.

Drs. HARTONO

galinan : Keputusan ini disampaikan

1.
2.

kepada Yth. :

Menteri Dalam Negeri di Jakarta :

4

Dirjen PUOD pada Departemen Dalam Negeri
di Jakarta, dengan disertai 1 (satu) lembar

Peraturan Daerah ;
. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banyumas

di Purwokerto ;
Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II
Banyumas di Purwokerto ;

. Pembantu Gubernur Jawa Tengah untuk Wilayah

Banyumas di Purwokerto ;

. Kepala Biro Hukum pada Sekretariat Wilayah/

Daerah Tingkat I Jawa Tengah ; .
Kepala Biro Organisasi pada Sekretariat
Wilayah/Daerah Tingkat I Jawa Tengah ; .
Kepala Biro Otonomi Daerah pada Sekre?arla
wilayah/Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;

10

—
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ERNUR
I KEPALA
NoMor L VGKRAT I JAWA TEwcan

't 188
TAN . -3/218a
“ANGGAL : 10 gui% 19@995

PERUBAHAN ATAS PERATURAN

TINGKAT II BANYUMAS NOMOR 3¢ ATEN DAERAH
ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS pAﬁgggn 1995 TENTANG

1.5 Penamaan.Peratgran Daerah dan di
pada akhir kalimat ditambahkandgzgﬁgt "menﬁtapkan"
TEN DAERAH TINGKAT TI BANYUMAS™ i -kl e

. " :
2. Konsiderans "Menimbang", perkataan "Nomor ...Tahun

1995 tentang .... dan Peratu

. . ran Daerah insi
Daerah Tingkat I Jawa  Tengah NomoiroplnSl
Tentapg «e..", diubah dan dibaca “Peratﬁféﬁ
Pemerintah Nomor 8 Tahun 1995 dan Peraturan

paerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 1995".

3. Dasar Hukum ?Mengingat" Nomor 3 s/d 9 diubah dan
dibaca sebagai berikut :

3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1979 tenta-
ng Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah dalam
bidang Kepariwisataan kepada = daerah Tingkat I
(Lembaran Negara -Republik Indonesia Tahun 1979
Nomor 34, Tambahan  Lembaran Negara - Republik

Indonesia Nomor 3144) ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang
Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia:-Tahun -1988
Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republlk

Indonesia Nomor 3373)
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10.

11.

12.

g8 Tanun 129295 tTent

1 tah Nomor a . ang
pPeraturan Pemerlg yrusan pemerigtag Kepadg 2%
Penyera an Sebad paerah ringkat . ;;gontohan
(dua pu uh enc‘:lral RepUDlik Indonesla un 1g99s
(Lembaran N;g;ganan Lembaran Negara Republik
8 .
mor ’ :
?gdone51a NomoX P T
teri Dalam Neger: Nowor 39 Tahuy
Keputusan Men St organisasil Dinas Daerah ;

1992 tentang Pedom

lam Negeri Nomor 97 Tahy,

1 Da ° 3
Menteril anisasi Pemerintah Daerap

Keputusan la Org

1992 tentang PO
dan wWilayah 7

. palam Negeril Nomor 49 Tahyp
Keputusan Menterlan organisasi dan Tata kerja

Pedom . -
ézigstegziggisata paerah Tingkat I dan Dinas

pariwisata Daerah ringkat II 7

teri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun

Keputusan Men Daerah dan Pera-

1993 tentang Bentuk Peraturan

turan Daerah Perubahan ;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 105 Tahun
1994 tentang Pelaksanaan Proyek Percontohan

Otonomi Daerah pada Daerah Tingkat II ;

Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa
Tengah Nomor 7 Tahun 1984 tentang Penyerahan
Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Kepari-
wisataan kepada Daerah Tingkat II ( Lembaran
Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah
Tahun 1984 Nomor 75 )

Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa
Tengah Nomor 2 Tahun 1995 tentang Penyerahan
Sebagian Urusan Pemerintahan Pemerintah Propin-
sl Daerah Tingkat I Jawa Tengah di Bidang Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan, Pekerjaan = Umum
g:ngalrgn, Pekerjaan Umun Rina Marga, Pekerjaan
dagm g;pt;bKarya, Pertznbangan, Tenaga Kerja
Pemerintnﬁ ahan Penyerahan Sebagian Urusan

ahan di Bidang Kepariwisataan . 1kepada

2
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4.

" xan urusan rumah tangga Daerah

pemerintah Kabupaten Daerah 7ip
Lembaran Daerah Propinsi Dagigﬁ I$iBanyumas
.gawa Tengah Tahun 1995 Nomor 3) ngkat 1
"3 diubah dan dibaca seb ' :
pasal 3 e o oratd Sebagal berikut
swpinas; Pariwlsata mempunyai  tugas pokok melaksana-
-angga dalam bidan Pari-
wisata  yang menjadl tanggungjawabnya geligiti
opyek dan daya tarik Wisata, sarana wisata, pema-
saran dan penyuluhan wisata dan tugas pembantuan

erintah = atau  Pemeri
Daerah Tingkat I Jawa Tengah", lerintah

pasal 4 diubah dan.dibaca sebagai berikut :"Untuk
menyelenggarakan: tugas pokok sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 Peraturan Daerah ini, Dinas Pariwi-
sata mempunyai fungsi :" dan selanjutnya huruf e,
pada akhir kalimat ditambahkan perkataan "Pariwi-
sata".

pasal 6, diubah dan dibaca sebagai berikut :

(1) Susunan Organisasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 ayat (1), diatur 1lebih 1lanjut
dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

(2) Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja UPTD
akan ditetapkan kemudian setelah mendapat
persetujuan dari Menteri Dalam Negeri ;

(3) Bagan Organisasi Dinas Pariwisata tercantum
dalam Lampiran dan merupakan bagian'yang tak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

. Pasal 9, pada akhir kalimat ditambahkan perkataan

"Kecuali ketentuan BAB II Pasal yang mengatur
tentang Pembentukan".

. Ditambahkan Penjelasan Umum Peraturan Daerah dan

Penjelasan Pasal demi Pasal;

- Lampiran Peraturan Daerah diubah dan dibaca seba-

gai berikut :
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pah dan dalbacCa :

1 Lam
. Judu PERATURAN DAERAH KABUPATEN

; BANYUMAS NOMOR -.DPAR
opaMPIRAN  © ryGKAT I G ORGANISAST i TAHRAH
1995 TEN T PARTWISATA oY mpp
DAERAH TINGKAT IT BANYUMagn AThy

e o T \

ah dan dibaca sebagai berikut

n PARIWISATA
Judul Baga ANISASI DINAS KABUpyy,
"gigﬁgn g?SGKAT II BANYUMAS". Thy
FRNUR KEPALA DAERAH TINg
WAKIL GUBEES WA TENGAH Rar'y
Bidang I,
Cap 3 ttd °

Drs. HARTONO

a:\lamp\lam30
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LAKPIRAN ; PERATURAN DAFRAH RABUPAEN DAERAE TINGRAT IT BANYUMAS
NONOR 30 TAHUN 1995 TENTANG ORGANISAST DAN TATAKERJA
DINAS PARINISATA EABUPATEN DAERAE TINGKAT LI BANYUMAS

BAGAN ORGANTSASI DINAS PARIWISATA
FABUPATEN DAFRAH TINGRAT IT BANYUNAS

KEPALA DINAS
SUB BAGIAN
TATA USARA
' i
URUSAN UROSAN URUSAN
UNUN | | PERECANANY | | ReuaGay
| [ I
OBYER DAN DAYA | | SARANA PARINI- PEASARAN
TARTR WISATA an. —
) = 3 s )
SUBSL SUBSI SUBST SUBSI BIMBING-
OBYEK WISATA —  AKONODASI —|  PROMOST AN WISATA
KELOMPOK SUBSI ATRARSI SUBSI RUMAH SUBSI PELAYAN- SUBSI RETENA-
JABATAN - WISATA - NARAN DAN BAR — AN INFORMASI — GAKERJARN
FUNGSIONAL
SUBST REKREASI SUBSI LINGEU- SUBSI WISATA L SUBSI ANERA
— & HIBURAN CHUN NGAN WISATA | NUSANTARA WISATA
UPTD
DEWAN PERWARILAN RAKYAT DAERAH BUPATI KEPALA DAERAH TINGRAT IT
KABUPATEN DAERAH TINGEAT II BANYUMAS BANYUMAS,
FETUA,
cap. ttd. cap. ttd.
H.WARSONO

H. DJOKO SUDANTOKO
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